GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA
BARAT NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG
MEKANISME KOORDINASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik sebagai wujud pelaksanaan nilai-
nilai dasar penyelenggaraan pemerintahan yang
berorientasi pada pelayanan publik di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, diperlukan
penataan sistem dan mekanisme kerja yang menjamin
terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan daerah
secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,

b. bahwa sejak berlakunya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi,
pelaksanaan mekanisme koordinasi kerja berdasarkan
Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang
Mekanisme Koordinasi Kerja di Lingkungan Pemerintah
Provinsi sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan
sehingga perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pencabutan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor
34 Tahun 2022 tentang Mekanisme Koordinasi Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan

Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6806);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 128), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 229);

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun
2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
danFungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 34
TAHUN 2022 TENTANG MEKANISME KOORDINASI
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI.

Pasal 1
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun
2022 tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2022 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera
Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 April 2026
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
dto
MAHYELDI
Diundangkan di Padang
Pada tanggal 20 April 2026
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,
dto
ARRY YUSWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 7



